KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 258/PM.00.02/K.J1-10/09/2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,

DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI

Menimbang

Mengingat :

DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Lumajang

1.

dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan
dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan
dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati
Tahun 2024;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi
Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan
Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 141);

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024

tentang Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 1 Tahun

2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN  PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN  SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagai Pengarah Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan
Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan
tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara
lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada
Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA,;

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA

bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan
tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau
konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan
dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan
perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun
2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA

bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan
tingkatannya masing-masing melakukan Koordinasi dan Evaluasi
Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya Tahun 2024,



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit
organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi
terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan
DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan
tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat
Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan
perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun
2024; dan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang
15 September 2024
Ketua




Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umu
Nom

m Kabupaten Lumajang

or : 258/PM.00.02/K.JI-10/09/2024
Tanggal : 15 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
I Pengarah
1 | Lutfiati ,S.Pd Ketua Bawaslu Lumajang Pengarah
2 | Siti Mudawiyah ,S.E ,M.M Kordiv Huk_um dan Pengarah
Penyelesaian Sengketa
Kordiv Penyelesaian
3 | Moh. Farhan S.Pd.I Sengketa dan Data Informasi Pengarah
4 | M. Syarifudin Lubis S.T Kordiv Pencegahan, Parmas Pengarah
dan Humas
Il Penanggung Jawab
5 | Radheteryan Firdiansyah S.Pd ,M.M | Kordiv SDMO dan Diklat Penanggun_g_Jawab
(Ex-Officio)
1 Ketua dan Wakil Ketua
6 | Prajna Eka Puspitasari, SE PLT. Kepala Sekretariat Ketua
7 | AZ. Mashuri,SH Pejabat Pembuat Komitmen | Wakil Ketua |
8. | Agustin Diana Fitri A.md Bendahara Pengeluaran Wakil Ketua Il
Pembantu
v Sekretaris dan Wakil Sekretaris
9 | Martha Kunang Sukmandri A.md Staf Divisi SDMO dan Diklat | Sekretaris
10 | Novita Dwi lestari Staf Divisi SDMO dan Diklat | Wakil Sekretaris
\Y Anggota
11 | Didin Cris Setyowati S.Pd Staf Teknis Anggota
12 | Nurhadi Irawan S.E Staf Teknis Anggota
13 | Dini Retno Dwi Pristianti Staf Teknis Anggota
14 | Mila Riskiawati ,S.H,.M.H Staf Teknis Anggota
15 | Zakaria Hafizudin S.E Staf Teknis Anggota
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